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BAB III 

FAKTOR INTERNAL YANG MEMENGARUHI  

BERTAHANNYA JEPANG DI TRANS PACIFIC 

PARTNERSHIP 

 

Bab ini akan menjelaskan tentang faktor kondisi politik 

domestik yang menyebabkan bertahannya Jepang di TPP. Bab 

ini akan menunjukkan bahwa faktor dari partai politik dan 

kelompok kepentingan dapat memengaruhi proses pembuatan 

kebijakan Jepang bertahan di TPP. 

Kondisi politik dalam negeri dapat berpengaruh terhadap 

proses pembuatan kebijakan luar negeri karena kebijakan luar 

negeri ini merupakan hasil dari aktivitas aktor politik yang 

terjadi di dalam negeri. Para aktor dalam negeri tersebut 

kemudian saling berinteraksi dan berupaya untuk memberikan 

pengaruhnya dalam proses perumusan kebijakan luar negeri 

atau dalam istilah Coplin disebut dengan policy influencer. 

Policy influencer dapat memberikan kritik atau saran dalam 

proses pembuatan kebijakan. Policy influencer meliputi 

anggota birokrasi, partai politik, kelompok kepentingan, dan 

dukungan publik (Coplin, 1992, hal. 82-91).  

A. Faktor dari Partai Politik 
Partai politik berisi sekelompok orang yang 

diorganisasikan untuk memperoleh dan menggunakan kekuatan 

politik. Partai politik dapat dengan mudah memberikan 

pengaruhnya kepada para pembuat kebijakan. Mereka akan 

menekan penguasa dan akan menyediakan orang-orang yang 

bisa memberikan pengaruhnya pada saat pengambilan 

keputusan. Hal ini dilakukan agar kepentingan mereka dapat 

tercapai. Ketika sebuah partai berkuasa, akan lebih mudah 

untuk memengaruhi pemerintah karena partai yang berkuasa 

memiliki mayoritas suara terbanyak di pemerintahan 

(Duverger, 2014). 

Jepang merupakan negara yang menganut sistem 

pemerintahan parlementer dengan kepala negara adalah seorang 

kaisar dan kepala pemerintah adalah seorang Perdana Menteri. 

Perdana Menteri memiliki hak prerogatif yang luas. Perdana 
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Menteri Jepang bertindak sebagai aktor pembuat kebijakan 

yang unggul daripada anggota legislatif yang lain. Sebagai 

presiden dari partai yang berkuasa, Perdana Menteri Jepang 

memiliki mayoritas anggota parlemen dalam Diet dan mereka 

berada dibawah kendali perdana menteri (Żakowski, 2017, hal. 

75). Dari hal ini dapat diketahui bahwa partai politik yang 

berkuasa di Jepang memiliki pengaruh yang besar dalam proses 

pembuatan kebijakan karena partai politik tersebut menduduki 

mayoritas kursi yang ada di Diet. 

Saat ini, partai yang berkuasa di Jepang adalah Partai 

Demokratik Liberal (Liberal Democratic Party). LDP berfokus 

pada penyediaan lingkungan yang menguntungkan untuk 

kegiatan bisnis, mendukung pajak rendah, dan mendukung 

pengembangan industri Jepang (Christensen, 2015). Selain itu, 

LDP juga cenderung mendukung kebijakan-kebijakan ekonomi 

neo-liberal sehingga lebih reaktif kepada kebijakan yang 

bertujuan untuk membangun perekonomian nasional. Oleh 

karena itu, LDP dapat dengan mudah memberikan pengaruh 

terhadap kebijakan Jepang yang erat kaitannya dengan 

kepentingan bisnis mengingat partai ini cenderung reaktif 

dalam kebijakan yang bertujuan untuk membangun 

perekonomian Jepang. 

1. Dominasi Liberal Democratic Party di Jepang 

Liberal Democratic Party dibentuk pada bulan 

November tahun 1955 dengan menggabungkan dua partai 

konservatif yaitu partai demokrat dan partai liberal sebagai 

alternatif terhadap munculnya partai komunis dan sosialis 

(Christensen, 2015). LDP menyediakan bantuan-bantuan 

kepada para petani, para pengusaha kecil dan menengah, 

serta para warga dengan ekonomi yang kurang makmur.  

Salah satu keunikan dari LDP adalah fleksibilitasnya. 

Partai ini tidak terlalu berfokus pada prinsip konservatif 

tertentu melainkan lebih memilih untuk menyesuaikan 

dengan perubahan yang terjadi akibat faktor internal 

maupun eksternal bahkan opini publik. Hal ini menjadikan 

LDP disebut sebagai partai konservatif yang kreatif 

(Krauss & Pekkanen, 2011, hal. 5). LDP mewakili semua 
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kepentingan dari para petani di pedesaan dan pemilik 

warung kecil sampai ke pemilik bisnis besar di perkotaan 

sehingga LDP lebih mudah dalam menarik perhatian 

masyarakat di Jepang untuk mendukungnya. 

Terbentuknya Liberal Democratic Party di tahun 1955 

ini juga dibarengi dengan terbentuknya Japan Sosialist 

Party sehingga melahirkan sebuah sistem yang disebut 

dengan Sistem 1955. Sistem ini membuat Jepang 

didominasi oleh kedua partai tersebut. Sistem 1955 ini 

kemudian menghasilkan “sistem satu setengah partai” 

karena LDP menduduki sekitar dua kali lebih banyak kursi 

daripada partai JSP di dalam Diet. Setelah sistem ini 

terbentuk, LDP merupakan partai yang mendominasi 

Jepang dari tahun 1955 sampai tahun 1993 (Krauss & 

Pekkanen, 2011, hal. 6).  

Di bawah sistem 1955 ini, metode pemilihan yang 

digunakan adalah single non-transferable vote (SNTV) 

sehingga mengharuskan partai politik mencalonkan lebih 

dari satu calon di setiap distrik pada saat pemilihan. Sistem 

ini memudahkan LDP untuk menduduki mayoritas kursi di 

Diet karena LDP lebih dikenal oleh masyarakat Jepang 

daripada JPS yang berideologi sosialis. Selain itu, 

mayoritas pendukung LDP berasal dari masyarakat di 

pedesaan daripada di kota-kota sehingga kesenjangan 

dalam representasi suara ini memberikan peluang kursi 

Diet lebih banyak bagi LDP meskipun LDP belum 

memperoleh suara mayoritas sejak tahun 1967 (Krauss & 

Pekkanen, 2011, hal. 8). 

Meskipun LDP mampu mempertahankan dominasinya 

sampai tahun 1970-an, dukungan terhadap partai ini mulai 

goyah. Berbagai skandal secara teratur melanda 

pemerintah LDP sehingga partai ini kehilangan 

kekuasaannya pada tahun 1993. Hilangnya kekuasaan LDP 

ini diakibatkan karena beberapa kelompok perwakilan 

LDP membelot dan memilih untuk membentuk partai 

politik konservatif baru. Dalam pemilihan yang diadakan 

tahun itu, LDP kehilangan mayoritasnya di Dewan 

Perwakilan dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, LDP 
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kehilangan kendalinya dalam pemerintahan (Christensen, 

2015). 

Kekalahan LDP ini hanya sementara karena berselang 

satu tahun kemudian yaitu pada tahun 1994, LDP kembali 

berkuasa di Jepang dengan melakukan koalisi bersama 

Socialist Democratic Party of Japan. Dominasi LDP 

bersama dengan para koalisinya dalam pemerintahan 

Jepang terus berlangsung sampai tahun 2009. Di tahun 

2009, LDP dikalahkan oleh DPJ sehingga Jepang dikuasai 

oleh DPJ sampai tahun 2012. Akan tetapi, LDP kembali 

berkuasa di Jepang dari tahun 2012 sampai sekarang 

dengan Perdana Menteri Shinzo Abe (Christensen, 2015). 

LDP menduduki 408 kursi di Diet dari 707 kursi yang ada 

atau menguasai sekitar 57 persen Diet. 

Shinzo Abe mendapat banyak dukungan kuat dari 

publik Jepang karena kebijakan ekonominya yaitu 

Abenomics dapat meningkatkan perekonomian Jepang di 

tahun 2013 (Christensen, 2015). Selain itu, kepercayaan 

masyarakat terhadap Abe dan LDP semakin kuat ketika 

kebijakan untuk merevitalisasi perekonomian Jepang telah 

terimplementasikan dan memberikan efek positif bagi 

Jepang walau dengan proses yang lambat (Yee, 2018, hal. 

12).  

2. Dukungan Liberal Democratic Party agar Jepang 

bertahan di Trans Pacific Partnership 

Pada awal diskusi mengenai partisipasi Jepang di TPP, 

LDP merupakan salah satu partai yang menentang usulan 

itu karena ketika proses kampanye, LDP mengatakan 

bahwa mereka menentang perjanjian yang akan 

melunturkan perlindungan terhadap sektor pertanian dan 

merugikan kepentingan nasional. Namun, ketika LDP 

memenangkan pemilu di tahun 2012, pendirian LDP yang 

anti-TPP berubah menjadi pro-TPP dengan satu syarat 

yaitu harus melindungi produk pertanian yang sensitif di 

Jepang (Zakowski, Bochorodycz, & Socha, 2018, hal. 

211). 

Abe mampu membuat pergeseran pendirian LDP 

terhadap TPP ini tampak konsisten dengan penekanannya 
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pada kepentingan nasional. TPP dengan mudah masuk ke 

dalam strategi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 

yang disebut Abenomics yang telah menjadi pusat 

administrasi LDP. Kebijakan Abenomics terdiri dari 

kebijakan pelonggaran moneter, stimulus fiskal, dan 

restrukturisasi ekonomi. Kebijakan restrukturisasi 

ekonomi tersebut dianggap sebagai fondasi paling penting 

untuk strategi pertumbuhan. Abe memanfaatkan TPP 

sebagai bagian dari kebijakan restrukturisasi ekonomi 

yang akan memaksa munculnya persaingan dan globalisasi 

pada industri Jepang (Davis, 2018, hal. 18). TPP akan 

menjadi salah satu strategi yang bagus untuk mendukung 

restrukturisasi ekonomi Jepang. Oleh karena itu, LDP 

kemudian berubah mendukung partisipasi Jepang di TPP. 

Dukungan LDP terhadap TPP ini semakin kuat ketika 

LDP mengunggah pernyataan mengenai TPP di situs LDP 

(Party, 2013). Pernyataan yang diunggah adalah sebagai 

berikut. 

“ The Prime Minister Shinzo Abe today 

announced that Japan will officially take part in 

the Trans-Pacific Partnership (TPP) talks. His 

decision reflected the shared values of the 

countries participating: liberalism, the free 

market economy and a commitment to free trade. 

The LDP fully supported the Prime Minister in 

this very difficult decision. Our Party will not 

break its promise with the nation. We promise 

that the LDP will work with the government to 

ensure the TPP is beneficial to our country. 

Furthermore, we believe that the TPP is not 

simply a trade agreement. Not only does it 

create economic benefits for Japan through free 

trade but it will also greatly contribute to the 

security of our country. Needless to say the 

understanding and support of the nation is 

essential in this process. We urge the nation to 

support the government in making the TPP a 

major catalyst for Japan’s economic growth, for 
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revitalizing society, and for enhancing the 

prosperity of Japanese agriculture and farming 

communities.” 

 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

LDP mendukung penuh partisipasi Jepang di TPP dan 

memastikan bahwa TPP akan memberikan keuntungan 

bagi Jepang baik dari segi ekonomi maupun dari segi 

keamanan. Selain itu, LDP juga meminta dukungan dari 

publik agar TPP ini dapat digunakan sebagai katalis dalam 

pertumbuhan ekonomi Jepang, untuk merevitalisasi 

masyarakat Jepang, dan untuk meningkatkan 

kesejahteraan pertanian dan para petani di Jepang. Hal ini 

menunjukkan bahwa TPP merupakan bagian dari 

kepentingan LDP. 

Segera setelah Perdana Menteri Shinzo Abe 

mengumumkan partisipasi Jepang dalam TPP, LDP 

membentuk Komite Urusan TPP (TPP Taisaku Iinkai) di 

kantor pusat LDP (Mulgan A. G., 2016, hal. 201). Komite 

ini akan bertanggung jawab atas negosiasi tingkat 

internasional dan koordinasi tingkat domestik antara 

perindustrian yang terkena dampak TPP dan partai yang 

berkuasa yaitu LDP. Tujuan dibentuknya komite ini 

adalah untuk mendukung partisipasi Jepang dalam TPP 

dan mencegah intervensi dari partai-partai lainnya yang 

dulunya menghambat strategi liberalisasi perdagangan di 

Jepang (Mulgan A. G., 2013). 

Ketika Amerika Serikat keluar dari TPP, dukungan 

LDP terhadap keanggotaan Jepang di TPP tidak berubah 

walaupun TPP tidak akan begitu signifikan tanpa 

keterlibatan Amerika Serikat. LDP yang memiliki kendali 

kuat di Diet berusaha mendorong pemerintah Jepang agar 

meratifikasi perjanjian TPP yang baru tanpa keterlibatan 

Amerika Serikat atau yang disebut dengan CPTPP 

(Goodman M. P., 2018). LDP terus berusaha mendorong 

Jepang agar bertahan di TPP karena TPP merupakan salah 

satu kepentingan LDP. LDP menganggap TPP sebagai 

strategi untuk memajukan perekonomian Jepang. Seperti 
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yang sudah diketahui bahwa TPP merupakan bagian dari 

kebijakan restrukturisasi ekonomi Jepang. Apabila Jepang 

tidak bertahan di TPP, maka pemerintah Jepang harus 

mencari alternatif lain yang dapat digunakan untuk 

mendukung kebijakan perekonomian Jepang. 

Usaha LDP ini membuahkan hasil ketika House of 

Representative Jepang menyetuji rancangan TPP-11 

(revisi TPP tanpa keterlibatan Amerika Serikat) dan akan 

meratifikasi TPP-11. Administrasi Abe benar-benar 

menginginkan pemerintah Jepang untuk menyetujui 

ratifikasi CPTPP tersebut (News, 2018). Setelah House of 

Representatives menyetujui rancangan TPP-11, House of 

Councillors Jepang juga menyetujui rancangan undang-

undang mengenai usulan revisi TPP pada 29 Juni 2018 

(Yaguchi, 2018). Rancangan TPP-11 ini diadopsi pada 

saat sidang paripurna House of Councillors dengan 

dukungan suara terbanyak dari LDP dan koalisinya 

Komeito (Jiji, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa LDP 

benar-benar berkeinginan agar Jepang bertahan di TPP. 

Selain itu, pemerintah Jepang telah menyatakan niatnya 

untuk mendesak negara-negara lain agar segera 

menyetujui rancangan TPP-11 ini sehingga perjanjian 

tersebut dapat berlaku tahun ini.  

Bagaimanapun juga TPP adalah bagian dari 

kebijakan Abenomics yang merupakan kebijakan pokok 

dari LDP. Walapun tanpa ada keterlibatan Amerika 

Serikat, TPP masih bisa menguntungkan bagi Jepang. 

LDP tidak mungkin membiarkan Jepang menelantarkan 

perjanjian perdagangan bebas yang sangat menjanjikan 

tersebut.  

B. Faktor dari Kelompok Kepentingan 
Pengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan juga 

datang dari kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan 

biasanya membuat proposal kebijakan baik itu formal maupun 

informal atau permintaan kepada para politisi yang ada di suatu 

partai. Selain permintaan langsung, kelompok kepentingan 

juga biasanya membuat siaran pers dan mengartikulasikan 

tuntutan kebijakan di situs mereka. Hal ini dirancang untuk 
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memengaruhi para pengambil keputusan secara tidak langsung 

dengan cara membentuk opini publik sehingga para kelompok 

kepentingan dapat memperoleh dukungan yang lebih luas 

(Mulgan A. G., 2015, hal. 144). 

Kelompok kepentingan yang berpengaruh dalam kegiatan 

ekonomi bisnis di Jepang salah satunya adalah Japan Business 

Federation. Japan Business Federation sendiri merupakan 

organisasi ekonomi yang paling kuat dalam hal melobi bisnis 

dan bahkan disebut-sebut sebagai perdana menteri dalam dunia 

bisnis. Ketika periode pasca perang, Japan Business 

Federation merupakan pendukung kuat Liberal Democratic 

Party dan juga mewakili sebagian besar suara bisnis di Jepang 

(Daimon, 2009). 

1. Japan Business Federation dan Pengaruhnya di 

Jepang 

Japan Business Federation (Keidanren) adalah 

organisasi ekonomi yang komprehensif dengan 

keanggotaan terdiri dari 1.370 perwakilan perusahan dari 

Jepang, 109 asosiasi industri nasional dan 47 organisasi 

ekonomi regional (per 1 April 2018). Misi Keidanren 

sebagai organisasi ekonomi yang komprehensif adalah 

memanfaatkan vitalitas perusahaan, individu, dan 

komunitas lokal untuk mendukung kegiatan perusahaan 

yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi Jepang 

dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jepang. 

Keidanren juga berusaha untuk terlibat dalan 

menyelesaikan masalah internasional dan mengembangkan 

hubungan ekonomi yang lebih erat dengan berbagai negara 

melalui dialog kebijakan dengan pemerintah, dengan 

asosiasi ekonomi masing-masing negara serta dengan 

organisasi internasional (Keidanren, 2017).  

Japan Business Federation (Keidanren) dibentuk pada 

bulan Mei tahun 2002. Organisai ekonomi ini merupakan 

gabungan dari Japan Federation of Economic 

Organizations (Keidanren) dan Japan Federation of 

Employers’ Association (Nikkeiren). Japan Federation of 

Economic Organizations dibentuk pada bulan Agustus 

tahun 1945 setelah Perang Dunia II dengan tujuan untuk 



34 

 

 

merekonstruksi dan memperbaiki perekonomian Jepang 

sedangkan Japan Federation of Employers’ Association 

(Nikkeiren) dibentuk pada bulan April tahun 1948. Sejak 

itu, kedua organisasi telah berkontribusi pada 

perkembangan ekonomi Jepang dan global dengan cara 

mempertahankan dan mendorong perkembangan model 

ekonomi liberal serta mengambil tantangan internal dan 

eksternal yang dihadapi oleh komunitas bisnis, seperti 

liberalisasi perdagangan, persaingan bebas, masalah energi 

dan lingkungan, sektor swasta, negosiasi upah, dan 

pembentukan hubungan stabil antara pekerja dan 

manajemen. Keidanren tidak hanya bekerja pada 

pemerintah Jepang untuk menilai kebijakan dengan merilis 

opinion papers mengenai berbagai isu terkait, tetapi juga 

telah merilis strategi pembangunan jangka panjang dan 

komprehensif untuk Jepang (Keidanren, 2017). 

Sebagai sebuah organisasi ekonomi yang besar, 

Keidanren dapat dengan mudah memberikan pengaruhnya 

terhadap pemerintah Jepang. Keidanren memiliki hubungan 

langsung dengan para pemimpin politik dan dengan LDP 

karena Keidanren merupakan salah satu organisasi yang 

menyalurkan donasi kepada LDP sehingga dapat 

memengaruhi politisi secara langsung. Selain itu, ketua 

Keidanren dapat berbicara langsung dengan perdana 

menteri dan menteri lainnya sehingga sangat memudahkan 

Keidanren dalam memberikan pengaruhnya atas kebijakan 

yang akan dibuat oleh Jepang. Keidanren juga dapat 

memengaruhi pemerintah dengan strategi lainnya yaitu 

dengan menerbitkan pernyataan publik mengenai proposal 

dan permintaan kebijakan (Mulgan A. G., 2015, hal. 144). 

Besarnya pengaruh Keidanren di Jepang ini juga 

dikarenakan atas kontribusinya dalam menyelesaikan 

permasalahan domestik Jepang. Dalam rangka membantu 

pemerintah untuk menyelesaikan masalah domestik, 

Keidanren gencar merilis proposal-proposal. Ketika 

hubungan dagang antara Jepang dan Amerika Serikat 

karena mengalami defisit di tahun 1984, Keidanren 

menyerahkan proposal dengan judul Smoothing the Way for 
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Imports pada 4 Februari 1985. Proposal ini berisi mengenai 

permintaan terperinci agar pemerintah melakukan revisi 

terhadap 18 undang-undang. Keidanren mendorong 

perbaikan melalui negosiasi dengan kementerian dan 

lembaga terkait. Pada bulan yang sama, Keidanren 

menerbitkan proposal lain yang berjudul Toward 

Rebuilding and Strengthening the Free Trade System. 

Proposal ini menekankan pada perlunya membuka pasar 

Jepang dan menyerukan penghapusan tarif pada beberapa 

produk pertanian, reformasi prosedur peraturan yang terkait 

dengan perdagangan, dan tindakan pada isu-isu jangka 

panjang seperti perlunya negosiasi perdagangan multilateral 

yang baru. Rekomendasi Keidanren ini sangat efektif 

karena memasukkan contoh-contoh aspek problematik 

dalam sistem regulasi secara terperinci (Yoshimatsu, 1998, 

hal. 331-332). 

Proposal-proposal yang diterbitkan oleh Keidanren ini 

menyediakan berbagai informasi yang dapat dijadikan 

pertimbangan bagi pemerintah Jepang. Keidanren memiliki 

peran sebagai kelompok penekan, penyedia informasi, dan 

koordinator kepentingan dalam proses pembentukan 

perjanjian perdagangan bebas. Ketika Jepang ingin 

melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan 

Singpaura, Keidanren juga secara aktif menerbitkan 

proposal terkait dengan menegaskan dampak positif yang 

akan diterima oleh Jepang jika melakukan perjanjian 

perdagangan bebas dengan Singapura (Yoshimatsu, 2005, 

hal. 264).  

2. Dukungan Japan Business Federation (Keidanren) 

agar Jepang Bertahan di Trans Pacific Partnership 

Setelah pemerintahan Abe membuat keputusan untuk 

berpartisipasi dalam negosiasi TPP pada Maret 2013, 

Keidanren secara konsisten meminta kesimpulan dari 

negosiasi tersebut. Keidanren mengeluarkan pernyataan 

yang menyatakan bahwa dengan maksud untuk menerapkan 

strategi pertumbuhan yang merupakan ‘panah ketiga’ dari 

Abenomics, komunitas bisnis Jepang menganggap 

keterlibatan Jepang dalam TPP sangat penting karena TPP 
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dapat membantu Jepang dalam mengembangkan kemitraan 

ekonomi yang merupakan elemen penting dari strategi 

pertumbuhan ekonomi Jepang. TPP menjadi sarana penting 

untuk membuka jalan bagi pembentukan kawasan 

perdagangan bebas di Asia Pasifik dan untuk meningkatkan 

posisi Jepang dalam mempromosikan perjanjian 

perdagangan bebas lainnya (Mulgan A. G., 2015, hal. 144-

145). 

Pada bulan Juni tahun 2012, Keidanren merilis sebuah 

proposal berjudul Urgent Proposal: “For Promotion of 

Economic Partnership by Leveraging TPP.” Proposal 

tersebut menekankan bahwa sebagai negara yang 

berorientasi pada perdagangan dan investasi, Jepang harus 

mempromosikan liberalisasi perdagangan dan investasi 

untuk meningkatkan kemakmuran perekonomian. Menrut 

Keidanren, partisipasi Jepang dalam TPP sangat diperlukan 

demi meningkatkan kemakmuran perekonomian. TPP akan 

membantu Jepang dalam mengembangkan kemitraan 

ekonomi melalui realisasi perjanjian berstandar tinggi dan 

membangun pondasi yang stabil di kawasan Asia-Pasifik 

(Keidanren, 2012). 

Dukungan Keidanren terhadap keterlibatan Jepang 

dalam TPP ini juga diekspresikan melalui pernyataan Ketua 

Keidanren yaitu Sadayuki Sakakibara di konferensi pers-

nya mengenai TPP. Menurut Sakakibara, TPP sangat 

penting bagi stabilitas dan kemajuan ekonomi global secara 

keseluruhan. Untuk mewujudkan ini, kegiatan ekonomi di 

kawasan Asia-Pasidik perlu dikembangkan dengan lebih 

giat. Trans-Pacific Partnership (TPP) berkontribusi pada 

promosi lebih lanjut mengenai globalisasi dan ekonomi 

tanpa batas, dan Keidanren mengharapkan negosiasi dari 

TPP ini segera diputuskan sehingga dapat mulai berlaku 

(Keidanren, 2015). 

Ketika Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari 

keanggotaan TPP, Keidanren menyayangkan keputusan 

Amerika Serikat tersebut, mengingat partisipasi Amerika 

Serikat sangat penting bagi perjanjian TPP. Pernyataan ini 

tercantum dalam policy proposal yan dirilis oleh Keidanren 
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dengan judul Seeking the Swift Conclusion of the TPP11 

(Keidanren, 2017). Pernyataan secara lebih rinci mengenai 

masalah ini adalah sebagai berikut. 

“It is regrettable that the United States 

withdrew from the TPP in January 2017, as its 

participation was essential for the agreement to 

come into effect. However, in view of the 

economic and strategic significance of the 

agreement with respect to forging stability and 

prosperity in the Asia-Pacific region, we should 

not give up. Rather, the 11 remaining member 

countries should move forward to conclude the 

TPP (so-called TPP 11) in anticipation of the 

United States’ eventual return to the agreement in 

the future.” 

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa 

Keidanren mendorong agar Jepang tidak boleh menyerah 

terhadap keanggotaannya di TPP walaupun Amerika 

Serikat keluar. Keidanren mendukung Jepang agar tetap 

bertahan di TPP dan melanjutkan perjanjian tersebut 

mengingat TPP sangat penting bagi perekonomian Jepang 

dan sangat strategis untuk menempa stabilitas dan 

kemakmuran di kawasan Asia-Pasifik. Dalam proposal 

tersebut, Keidanren juga menyarankan agar meminimalkan 

perubahan pada perjanjian TPP demi mempertahankan 

esensi dari perjanjian yang bersifat komprehensif tersebut. 

Selain mengunggah policy proprosal, Ketua 

Keidanren yaitu Sadayuki Sakakibara mengelar konferensi 

pers terkait isu Amerika Serikat keluar dari TPP. Dalam 

konferensi pers yang dilakukan, Sakakibara mengatakan 

bahwa dalam situasi seperti ini hal terpenting yang 

dilakukan adalah mewujudkan tujuan dari TPP dengan 

menciptakan kerangka kerja komprehensif dan berkualitas 

tinggi untuk menunjang perdagangan dan investasi di 

kawasan Asia-Pasifik. Diskusi di antara 11 anggota TPP 

yang tersisa adalah langkah menuju pencapaian tujuan ini. 

Dengan demikian Keidanren mendukung upaya pemerintah 
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Jepang untuk mengejar TPP dengan 11 anggota (Keidanren, 

2017). 

Keidanren memiliki hubungan yang dekat dengan 

LDP karena Keidaren secara aktif memberikan donasi 

politik untuk partai tersebut. Setelah Sakakibara 

mengumumkan bahwa Keidanren akan aktif memberikan 

donasi politiknya di tahun 2014, Keidanren mendesak 

perusahaan dan organisasi anggotanya untuk memberikan 

sumbangan politik setiap tahun dengan alasan mengevaluasi 

kebijakan masing-masing pihak. Perusahaan eksekutif 

Keidanren dan perusahaan besar lainnya mulai 

meningkatkan jumlah sumbangan politik yang diberikan 

kepada LDP. Misalnya, Toray Industries, perusahaan 

tempat mantan ketua Keidanren berasal, memberikan 50 

juta yen sumbangan kepada LDP di tahun 2017 lalu; 

Hitachi, perusahaan yang diketuai oleh ketua Keidanren 

saat ini, menyumbangkan 28,5 juta yen; Toyota Motor 64,4 

juta yen; dan Nissan 37 juta yen (Akahata, 2018). Sebagai 

gantinya, Administrasi Abe menanggapi berbagai 

permintaan kebijakan yang dibuat oleh kelompok bisnis 

terbesar Jepang tersebut (Bekku, Fujiwara, & Nomura, 

2018).  

Untuk menunjang perjanjian TPP-11 ini, Keidanren 

membantu membuat rekomendasi dan meminta pemerintah 

Jepang untuk segera mengimplementasi-kan rekomendasi 

tersebut. TPP merupakan kerangka yang sangat penting 

untuk membangun tatanan ekonomi internasional yang 

bebas dan terbuka di kawasan Asia-Pasifik. TPP juga akan 

menjadi program infrastruktur penting bagi perusahaan 

Jepang yang memiliki jaringan logistik di wilayah Asia-

Pasifik (Keidanren, 2017). Perjanjian TPP akan 

memberikan infrastruktur hukum untuk mendukung 

kegiatan perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa 

yang meluas di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Selain itu, 

dengan memanfaatkan kekuatan suatu wilayah yang 

merupakan pusat pertumbuhan dunia, perjanjian tersebut 

akan memberikan peluang untuk mengembangkan pilar 
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penting dalam strategi pertumbuhan Jepang (Keidanren, 

2017).  

3. Kelompok yang Menentang Keterlibatan Jepang 

dalam Trans Pacific Partnership 

Tidak semua kelompok kepentingan mendukung 

keterlibatan Jepang dalam TPP. Salah satunya yang 

menentang keterlibatan Jepang dalam TPP adalah National 

Central Union of Agricultural Cooperatives (JA-Zenchu). 

JA-Zenchu adalah badan administratif yang ada di dalam 

Japan Agriculture (JA) Group dan bertugas untuk 

menentukan kebijakan dan mengatur grup tersebut. JA-

Zenchu menentang keterlibatan Jepang dalam TPP karena 

menurutnya TPP merupakan ancaman bagi sektor pertanian 

Jepang (Mulgan A. G., 2015, hal. 141).  

JA-Zenchu gencar menggemborkan kampanye anti-

TPP dan kampanye ini dapat dengan mudah tersebar karena 

keanggotaan JA-Zenchu yang sangat banyak. Ketua JA-

Zenchu Akira Banzai mengajukan petisi kepada Kantei 

dengan 11,67 juta tanda tangan dengan maksud untuk 

menentang partisipasi Jepang dalam TPP. Tanda tangan 

dalam petisi ini mewakili lebih dari 10 persen pemilih 

Jepang. Selain melalui publik, JA-Zenchu juga mendekati 

anggota Diet secara langsung untuk bergabung dalam grup 

anti-TPP (Mulgan A. G., 2015, hal. 146).  

Usaha JA-Zenchu untuk memengaruhi pemerintah 

Jepang agar tidak terlibat dalam TPP ini mengalami 

kegagalan ketika Jepang secara resmi menyatakan 

keterlibatannya dalam TPP pada tanggal 15 Maret tahun 

2013. Kegagalan ini dikarenakan JA-Zenchu sudah 

kehilangan pengaruhnya. JA-Zenchu merupakan salah satu 

pendukung LDP dan mempermudah LDP dalam 

mendapatkan suara terbanyak, namun selama beberapa 

tahun terakhir LDP sudah mengurangi ketergantungannya 

terhadap JA. Hal ini mengakibatkan JA-Zenchu kehilangan 

kekuatannya. Selain itu, meningkatnya pengaruh Keidanren 

juga mampu menghambat keterlibatan JA-Zenchu dalam 

proses perumusan kebijakan (Pollmann, 2014). 
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 Ketika Jepang memutuskan untuk tetap 

mempertahankan keanggotaannya di TPP, protes kembali 

muncul dari kalangan para kelompok kepentingan yang 

berasal dari kelompok agrikultur. Beberapa kelompok 

kepentingan yang menentang keberlanjutan dari perjanjian 

TPP adalah Japan Family Farmers Movement (Nouminren) 

dan Palsystem Consumers’ Co-operative Union. Kelompok 

kepentingan ini melakukan tuntutan secara langsung dengan 

berdemo di depan House of Concillors. Anggota dari kedua 

kelompok kepentingan ini berkumpul di Chiyoda, Tokyo 

pada tanggal 14 Juni tahun 2018 sembari membawa papan 

dengan tulisan “Blokir rancangan udang-undang terkait 

TPP-11.” Dan “Kami menentang agenda TPP Plus!.” Para 

pihak oposisi ini menganggap TPP-11 akan merugikan para 

petani jika diberlakukan (News, 2018). Akan tetapi, protes 

ini tidak memberikan efek apa pun mengingat Jepang 

memutuskan untuk meratifikasi TPP-11 (CPTPP) pada 

tanggal 6 Juli tahun 2018. 

C. Keuntungan Trans Pacific Partnership bagi Jepang 
TPP merupakan perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian 

perdagangan abad ke-21 dengan standar tinggi. TPP mencoba 

untuk mempromosikan liberalisasi perdagangan, termasuk 

penghapusan tarif dan perluasan perdagangan jasa di luar 

kerangka kerja WTO yang ada. Negara anggota TPP memiliki 

tujuan untuk menetapkan aturan baru dalam hal perdagangan 

jasa, investasi, persaingan, pengadaan pemerintah, kekayaan 

intelektual, dan tenaga kerja. Mengenai perdagangan, TPP 

menetapkan prinsip-prinsip untuk menghapuskan tarif secara 

cepat atau bertahap pada semua item termasuk produk pertanian 

dalam waktu sepuluh tahun (Kim, 2013, hal. 195-196) 

Dengan tujuan meliberalisasi perdagangan, tentu TPP akan 

memberikan banyak keuntungan bagi negara anggotanya 

termasuk Jepang. Peluang keuntungan yang pertama diberikan 

oleh TPP kepada Jepang adalah untuk merevitalisasi kebijakan 

perdagangannya (Auslin, 2012, hal. 21). TPP akan 

meliberalisasi semua perdagangan barang dan jasa termasuk 

sektor pertanian, namun Jepang mengecualikan sektor pertanian 

dari skema liberalisasi perdagangan dan sektor perdagangan 
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merupakan sektor yang diproteksi. Hal ini dikarenakan petani 

Jepang ditakutkan tidak bisa berkompetisi dengan negara 

eksportir besar lainnya seperti Amerika Serikat apabila sektor 

pertanian diliberalisasi (Mulgan A. G., 2015). Akan tetapi, TPP 

harus dilihat sebagai peluang bukan sebagai ancaman terhadap 

keamanan pangan Jepang atau upaya untuk menurunkan daya 

saing Jepang. 

Meliberalisasi sektor perdagangan akan memberikan 

keuntungan terhadap pemerintah Jepang karena akan 

mengurangi beban fiskal. Mengurangi hambatan perdagangan 

di seluruh bidang akan memungkinkan Jepang untuk menyadari 

potensi yang lebih besar di sektor-sektor yang dikuasai Jepang 

serta menemukan area baru di mana Jepang memiliki 

keunggulan kompetitif. Semua upaya ini akan berguna untuk 

memperluas jaringan perdagangan bebas Jepang (Auslin, 2012, 

hal. 25-26) Adanya kemungkinan-kemungkinan inilah yang 

membuat Jepang berpeluang untuk merevitalisasi kebijakan 

perdagangannya.  

Keuntungan selanjutnya yang ditawarkan TPP kepada 

Jepang adalah TPP dapat meningkatkan perekonomian Jepang. 

TPP akan memperluas perdagangan dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi di antara anggotanya karena TPP akan 

membuka pasar di antara para anggota tersebut. Peluang ekspor 

bagi perusahaan-perusahaan Jepang akan semakin luas melalui 

terbukanya pasar dari negara-negara yang berpartisipasi. 

Peraturan tentang perusahaan asing yang masuk ke pasar suatu 

negara sudah tidak terlalu ketat. Hal ini akan memudahkan 

perusahaan Jepang untuk memperluas pemasarannya ke luar 

negeri (Pollmann, 2015) 

Selain keuntungan dari segi perekonomian dan 

perdagangan Jepang, TPP juga akan memberikan keuntungan 

bagi keamanan dan kepentingan geopolitik Jepang dalam 

stabilitas dan ketertiban regional. Menurut Menteri Luar Negeri 

Fumio Kishida, TPP merupakan perjanjian penting dalam 

kaitannya dengan berbagai bidang termasuk keamanan di 

samping efek ekonominya. Selain itu, Shinzo Abe juga 

mengatakan bahwa TPP tidak hanya  bermanfaat dalam hal 

ekonomi, namun juga dalam keamanan Jepang. Nilai strategis 
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TPP dalam jangka panjang akan luar biasa (Mulgan A. G., 

2016, hal. 203). 

Akan tetapi, para analisis kebijakan mengidentifikasi 

sejumlah keuntungan dalam hal keamanan dari perjanjian TPP 

secara lebih rinci dan spesifik (Mulgan A. G., 2016, hal. 203).  

Keuntungan tersebut dapat disusun ke dalam beberapa tema 

umum, yaitu: 

1. Memperkuat hubungan dengan negara-negara lain 

yang berpikiran sama dengan Jepang sehingga bisa 

saling berbagi nilai. 

2. Membuat Jepang dan negara-negara lain yang 

berpikiran sama menjadi pembuat aturan dalam sistem 

perdagangan regional Asia dan tatanan regional yang 

lebih luas. 

3. Membuat aturan dengan negara-negara lain yang 

berpikiran sama untuk meningkatkan keamanan Jepang 

dan keamanan kawasan. 

4. Menjadi pembuat aturan dalam membentuk lingkungan 

masa depan untuk perdagangan dan pengaturan 

ekonomi di luar TPP. 

5. Memastikan bahwa tata tertib regional dalam masalah 

perdagangan bebas ini berbasis aturan sehingga 

membuat Jepang lebih nyaman untuk terlibat, daripada 

berbasis kekuasaan.  

Keuntungan yang diberikan oleh TPP terhadap Jepang tidak 

hanya sekedar dari segi ekonomi saja, namun juga dari segi 

keamanan. Partisipasi Jepang dalam TPP selain akan 

meningkatkan perekonomian Jepang juga akan mengeratkan 

hubungan Jepang dengan negara-negara lain dalam rangka 

meningkatkan keamanan kawasan.


